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ABSTRAK  

Pengungsi Rohingya banyak terdampar di beberapa pantai Aceh. 

Berdasarkan data dari UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) 

pada tahun 2015 saat ini terdapat 1.543 pengungsi. Dalam hal ini Indonesia tidak 

memiliki kewajiban khusus untuk menerima pengungsi asing termasuk pengungsi 

Rohingya. Ini dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Convention Relating to the 

Status of Rafugees, Konvensi WINA Tahun 1951 oleh PBB dan protokol 

amandemen di New York tahun 1967 tentang status pengungsi. Namun terdapat 

norma Hukum International yang dibebankan kepada Indonesia yaitu non-

refoulement (larangan untuk mengusir secara paksa pengungsi yang berada di 

wilayah terdampar). Kemudian Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden RI 

Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. 

Pemerintah Aceh sendiri tidak memiliki aturan khusus terkait penangangan 

pengungsi asing. Sementara dalam Peraturan Presiden disebutkan bahwa daerah 

yang menjadi tempat persinggahan pengungsi asing diharuskan menampung 

sementara serta membuat tata tertib khusus terkait hal itu. Berdasarkan latar 

belakang yang ada, muncul permasalahan yaitu bagaimana implementasi Peraturan 

Presiden terhadap penangangan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan 

Bagaimana Islam memandang perlindungan pengungsi Rohingya di Banda Aceh?  

Penelitian ini menggunakan metode kualitataif dengan jenis penelitian 

lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan 

Presiden di Aceh dalam menangani pengungsi Rohingya dan memberikan tinjauan 

terhadap perlindungan pengungsi dari sudut pandang hukum Islam. Dengan metode 

kualitatif berbasis penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. 

Teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto menjadi kerangka analisis utama untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan 

peraturan. Selain itu, teori perlindungan pengungsi dalam Islam dari Abu Wafa’ 

digunakan untuk mengkaji pandangan Islam terkait kewajiban melindungi 

pengungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup dan perlindungan 

kemanusiaan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian 

Peraturan Presiden terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Aceh belum 

terealisasi sepenuhnya. Hal tersebut disebabkan ketidaksiapan pemerintah dalam 

menampung pengungsi Rohingya yang datang terus menerus. Kemudian kurangnya 

koordinasi antara pemerintah dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan 

lembaga yang berkaitan dengan penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. 

Perlindungan pengungsi Rohingya menurut syari’at Islam, berdasarkan syarat-

syarat Abu Wafa’, pemerintah Aceh telah melakukan penanganan namun masih ada 

hak-hak pengungsi yang belum terpenuhi karena kurangnya perhatian pemerintah 

baik dari segi dana maupun upaya dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh.  

Kata Kunci : Perlindungan, Pengungsi Rohingya, Banda Aceh, PerPres Nomor 

125 Tahun 2016. 
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ABSTRACT 

Many Rohingya refugees are stranded on several beaches in Aceh. Based on 

data from UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) 

in 2015 there are currently 1,543 refugees. In this case, Indonesia has 

no special obligation to accept foreign refugees including Rohingya refugees. This 

is because Indonesia has not ratified the Convention Relating to the Status of 

Refugees, the 1951 WINA Convention by the UN, and the amended protocol in 

New York in 1967 on the status of refugees. However, there are norms of 

Internasional Law that are imposed on Indonesia, namely non-

refoulement(prohibition to forcibly expel refugees who are in stranded areas). Then 

Indonesia also has Presidential Regulation Number 125 of 2016 concerning 

Handling Refugees from Abroad. The Aceh government itself does not have 

specific rules related to handling foreign refugees. Meanwhile, the Presidential 

Regulation states that regions that become stopover places for foreign refugees are 

required to temporarily accommodate and make special rules related to it. Based on 

the existing background, the problem arises, namely how is the implementation of 

the Presidential Regulation on the handling of Rohingya refugees in Banda Aceh 

and how Islam views the protection of Rohingya refugees in Banda Aceh?  

This research uses a qualitative method with the type of field research. This 

research aims to analyze the implementation of the Presidential Regulation in Aceh 

in handling Rohingya refugees and provide a review of refugee protection from the 

perspective of Islamic law. With qualitative methods based on field research, this 

research is descriptive-analytical. Soerjono Soekanto's sociology of law theory is 

the main analytical framework to identify factors that influence the effectiveness of 

the regulation's implementation. In addition, Abu Wafa''s theory of refugee 

protection in Islam is used to examine Islamic views regarding the obligation to 

protect refugees as a form of respect for the right to life and protectionof humanity. 

The results of this study indicate that the implementation of the Presidential 

Regulation on the handling of Rohingya refugees in Aceh has not been fully 

realized. This is due to the government's unpreparedness in accommodating 

Rohingya refugees who continue to arrive. Then the lack of coordination between 

the government and NGOs (Non-Governmental Organizations) and institutions 

related to the handling of Rohingya refugees in Aceh. Protection of Rohingya 

refugees according to Islamic law, based on the requirements of Abu Wafa', the 

Aceh government has carried out handling but there are still refugee rights that have 

not been fulfilled due to the lack of government attention both in terms of funds and 

efforts in handling Rohingya refugees in Aceh. 

Keywords : Protection, Rohingya Refugees, Banda Aceh, Presidential Decree 

Number 125 of 2016. 
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MOTTO  

“Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta saudaranya. 

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang 

berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir.” 

(Q.S Yusuf [12]: 87) 

 

“Satu detik kemudian apapun bisa terjadi, maka manfaatkanlah waktu sebaik-

baiknya.” 

(Rismayani) 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 

dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

I. Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alīf Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 ya’ Y Ye ي



II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap  

 Ditulis Sunnah سنة

 Ditulis ‘illah علة 

 

III. Ta’ Marbutah di akhir kata  

 

1. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 

 Ditulis al-Mā’idah المائدة

 Ditulis Islāmiyyah إسلامية

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu dipisah, maka 

ditulis h. 

-Ditulis Muqāranah  al مقارنة المذاهب

Mażāhib 

 

IV. Vokal Pendek 

 fatḥah Ditulis A ـَ 

 Kasrah Ditulis I ـَ 

 ḍammah Ditulis U ـَ 

 

V. Vokal Panjang  

1. Fatḥah + alif 

 إستحسان

Ditulis ā 

Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati 

 أنثى

Ditulis ā 

Unṡā 

3. Kasrah + yā’ mati Ditulis ī 
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 al-‘Ālwānī العلواني

4. Ḍammah + wāwu mati 

 علوم 

Ditulis ū 

‘Ulūm 

 

VI. Vokal Rangkap  

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غيرهم

Ditulis ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 قول

Ditulis au 

Qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 

Apostrof  

 Ditulis           a’antum أأنتم

 Ditulis              u’iddat أعدت 

 Ditulis     la’in syakartum لإن شكرتم

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam  

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis Al-quran القرآن 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)nya. 

 Ditulis ar-risalah الرسالة 

 

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis ahl al-ra’yi أهل الرأي 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pengungsi Rohingya banyak terdampar di beberapa pantai Aceh. Hal ini di 

sebabkan letak geografis Aceh mudah dijangkau karena dekat dengan lautan 

Malaysia. Adanya transportasi dan kurangnya pengawasan keamanan laut membuat 

pengungsi Rohingya sangat mudah menuju tempat tujuan mereka. Tahun 2015 

sebanyak 600 jiwa1 pengungsi Rohingya mendarat di Aceh Utara. Kemudian tahun 

2023 mereka kembali memasuki wilayah Aceh. Berdasarkan data sementara dari 

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) saat ini terdapat 1.5432 

jiwa yang mendarat di beberapa lautan Aceh diantaranya Sabang, Bireun, Aceh 

Timur, Lhoksemawe, Pidie, dan Banda Aceh.3  

Indonesia tidak memiliki kewajiban khusus untuk menerima pengungsi 

asing termasuk pengungsi Rohingya. Hal tersebut dikarenakan Indonesia belum 

meratifikasi Convention Relating to the Status of Rafugees, Konvensi WINA Tahun 

 

1Linda Trianita, “Pemerintah Akan Pulangkan Pengungsi Rohingya”, 

http://nasional.tempo.co/read/news/2023/12/06/058667533/pemerintah-akan-pulangkan-

pengungsi-rohingya, diakses 6 Februari 2024.   

 
2CNN Indonesia, “Update Jumlah Total Pengungsi Rohingya dan Sebaran Penampungan di 

Aceh”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-

total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-

aceh#:~:text=Aceh%2C%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D,2023%20lalu%20mencapai%201.5

43%20orang.  , diakses 1 Agustus 2024.  

 
3Ibid 

 

http://nasional.tempo.co/read/news/2023/12/06/058667533/pemerintah-akan-pulangkan-pengungsi-rohingya
http://nasional.tempo.co/read/news/2023/12/06/058667533/pemerintah-akan-pulangkan-pengungsi-rohingya
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh#:~:text=Aceh%2C%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D,2023%20lalu%20mencapai%201.543%20orang
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh#:~:text=Aceh%2C%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D,2023%20lalu%20mencapai%201.543%20orang
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh#:~:text=Aceh%2C%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D,2023%20lalu%20mencapai%201.543%20orang
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231213141254-20-1036757/update-jumlah-total-pengungsi-rohingya-dan-sebaran-penampungan-di-aceh#:~:text=Aceh%2C%20CNN%20Indonesia%20%2D%2D,2023%20lalu%20mencapai%201.543%20orang
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1951 oleh PBB4 dan protokol amandemen di New York tahun 1967 tentang status 

pengungsi. Oleh karena itu Indonesia  tidak memiliki tanggung jawab secara yuridis 

terhadap pengungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama berada di 

Indonesia. Namun terdapat norma hukum International yang dibebankan kepada 

Indonesia yaitu non-refoulement (larangan untuk mengusir secara paksa pengungsi 

yang berada di wilayah terdampar), non-penalization yang dimaknai bahwa pencari 

suaka dan pengungsi tidak boleh dijatuhi sanksi atau hukuman karena memasuki 

wilayah sebuah negara suaka dalam rangka mencari perlindungan meski tanpa 

disertai dokumen yang lengkap, dan non-discrimination dimaksudkan untuk tidak 

membeda-bedakan perlakuan bagi pengungsi dan pencari suaka berdasarkan ras, 

agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan 

politik.  

Kemudian Indonesia juga memiliki Peraturan Presiden RI Nomor 125 

Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Landasan hukum 

tersebut kemudian membuat pemerintah setempat menerima pengungsi Rohingya. 

Selain itu Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi Norma HAM 

(Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999)  kemudian memiliki Undang-undang 

tentang Hubungan luar negeri dalam menangani pengungsi dan pencari suaka 

(Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999). Sehingga pemerintah Indonesia 

menerima dengan memberi pertolongan berupa kebutuhan pokok dan tempat 

 

4Agastya Fatchur Royyan, dkk, “Urgensi Indonesia Meratifikasi Convention Relating to 

the Status of Rafugees 1967 dan Protokol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional”, 

Jurnal Belli ac Pacis. Vol. 4. No.1 Juni 2018. 
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tinggal sementara, kemudian setelah itu mereka akan dipulangkan ke negara 

asalnya. 

Fenomena tersebut menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat daerah 

Aceh. Pemerintah Aceh sendiri tidak memiliki aturan khusus terkait penangangan 

pengungsi asing. Sementara dalam Peraturan Presiden disebutkan bahwa daerah 

yang menjadi tempat persinggahan pengungsi asing diharuskan menampung 

sementara serta membuat tata tertib khusus terkait hal itu. Akan tetapi pemerintah 

tidak langsung mengambil tindakan untuk memindahkan pengungsi. hal ini 

membuat masyakarat Aceh menolak kedatangan pengungsi Rohingya karena 

beberapa hal.  Penyebab penolakan tersebut disebabkan karena adanya keresahan 

dari masyarakat Aceh terhadap keamanan sekitar.  

Dalam konteks ini Pemerintah Aceh melalui MPU (Majelis 

Permusyawaratan Ulama) hanya memberikan arahan untuk masyarakat agar 

menerima dan memberi tumpangan sementara yang memungkinkan ditempati oleh 

pengungsi rohingya5. Terlepas dari Peraturan Presiden, alasan penerimaan tersebut 

karena pemerintah Aceh mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan kewajiban 

menolong sesama ummat Islam. Pemerintah Aceh juga melibatkan bantuan pihak 

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) untuk mengurus 

sandang, pangan dan papan untuk pengungsi Rohingya.  

 

5Agus Ramadhan, “Ketua MPU Aceh Terkait Penolakan Pengungsi RohingyA: Mereka 

Tamu Selesaikan Kewajiban Kita”, https://aceh.tribunnews.com/2023/12/07/ketua-mpu-aceh-

terkait-penolakan-pengungsi-rohingya-mereka-tamu-selesaikan-kewajiban-kita , diakses 2 Agustus 

2024.  

 

https://aceh.tribunnews.com/2023/12/07/ketua-mpu-aceh-terkait-penolakan-pengungsi-rohingya-mereka-tamu-selesaikan-kewajiban-kita
https://aceh.tribunnews.com/2023/12/07/ketua-mpu-aceh-terkait-penolakan-pengungsi-rohingya-mereka-tamu-selesaikan-kewajiban-kita
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Berbagai problematika muncul pasca penerimaan pengungsi Rohingya, 

diantaranya beberapa pengungsi kabur, terjadinya pelecehan seksual oleh salah 

seorang pengungsi terhadap seorang masyarakat Aceh hingga terbongkarnya 

penyelundupan manusia (human traficking).6 Berdasarkan permasalahan yang 

terjadi apakah adanya kekurangan dalam pengawasan pengungsi rohingya? Apakah 

Pemerintah Aceh harus segera merancang qanun yang membahas tentang 

pengungsi luar negeri? Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 125 Tahun 2016? Apakah pemerintah telah memenuhi hak-hak pengungsi 

tersebut sesuai dengan Teori perlindungan pengungsi dalam Islam? Bagaimanakah 

aparat keamanan melakukan pengawasan terhadap pengungsi tersebut? Apakah 

sudah menciptakan keamanan untuk Pengungsi dan Masyarakat setempat? Lalu, 

bagaimanakah jika dilihat dari pendekatan  sosiologi ? Fenomena ini kemudian di 

lihat dan di sesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 pasal 

31,32 tentang pengamanan dan 41 tentang ketentuan lain lain. Oleh karena itu, 

penanganan-penanganan tersebut bisa memberikan dampak besar untuk 

kemaslahatan masyarakat Aceh dan pengungsi Rohingya.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah diatas maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan konkrit penelitian ini, diantaranya;  

 

6Agus Setyadi, “Dua Puluh Tiga Pengungsi Rohingya Kabur dari Kamp Pengungsian 

Penampungan di Lhoksemawe, https://news.detik.com/berita/d-7079985/23-pengungsi-rohingya-

kabur-dari-kamp-penampungan-di-lhokseumawe , diakses 1 Agustus 2024.  

https://news.detik.com/berita/d-7079985/23-pengungsi-rohingya-kabur-dari-kamp-penampungan-di-lhokseumawe
https://news.detik.com/berita/d-7079985/23-pengungsi-rohingya-kabur-dari-kamp-penampungan-di-lhokseumawe
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1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Presiden dalam penangangan 

pengungsi Rohingya di Banda Aceh?  

2. Bagaimana Islam memandang perlindungan pengungsi dalam penanganan 

pengungsi Rohingya di Banda Aceh ?  

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka dapat 

diketahui tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Tujuan Penelitian   

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk menjelaskan bagaimana peraturan presiden di implementasikan 

dalam menangani pengungsi Rohingya di Banda Aceh.   

b. Untuk menjelaskan pandangan Islam terhadap perlindungan 

pengungsi dalam proses penanganan pengungsi Rohingya di kota 

Banda Aceh.  

2. Kegunaan Penelitian 

Dengan tujuan di atas, adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritik 

Secara teori, diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan 

informasi bagaimana pemerintah Aceh dalam mengatur  ketertiban serta 

kinerja aparat  terhadap penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Serta 
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bisa memperkaya khazanah keilmuan terkait pengaturan ketatanegaraan 

dalam penanganan pengungsi luar negeri menggunakan perspektif Islam.  

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini secara praktis bisa menjadi bahan evaluasi bagi 

pemerintah Aceh terkait pengaturan tata tertib apabila kedatangan 

pengungsi luar negeri. Evaluasi kerja aparat pemerintah Aceh dalam 

menangani permasalahan pengungsi dan permasalahan lainnya.  

D Telaah Pustaka  

Telaah pustaka menguraikan sejumlah penelitian-penelitian terdahulu 

secara sistematis dan saling terkait antara penelitian yang sedang ditulis saat ini. 

Berikut uraian-uraian penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian tentang 

penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. 

Pertama, penelitian dari Lay Yang Moy, yang berjudul Latar Belakang 

Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa 

Konstruktivis). Masalah yang di angkat dalam jurnal ini adalah penulis 

mengaplikasikan paradigma konstruktivis yang mementingkan faktor non-material 

(ideational factor) seperti : ide, nilai, norma dan budaya yang tidak diakomodasi 

oleh pendekatan realisme dan liberalisme. Penulis menggunakan teori dari dari 

beberapa tokoh konstruktivis salah satunya Alexander Wendt. Wendt sendiri 

menyebut konstruktivisme sebagai “structural idealism”.7 Penelitian ini sesuai 

 

7Lay Yang Moy dan Ardli Johan Kusuma, Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi 

Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis), (Jakarta: Global Insight Journal), 2016, hlm. 64 
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dengan penelitian yang ada dalam tesis ini yaitu terkait penerimaan pengungsi 

Rohingya oleh pemerintah Indonesia. Namun yang membedakan penelitian ini 

dengan tesis ini ialah penggunaan teori. Kemudian penelitian tersebut lebih 

berfokus membahas keadaan pengungsi Rohingya yang dating tahun 2015 ke 

Indonesia, sedangkan dalam tesis ini berfokus pada keadaan di tahun 2023. 

Kedua, penelitian dari Yosua William Pandapotan yang berjudul Tinjauan 

Yuridis Peranan Pemerintah Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia Dalam 

Melaksanakan Penegakan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini  tidak 

menggunakan teori khusus namun menggunakan pendekatan empiris yang 

melakukan tinjauan yuridis secara nyata seperti apa penerapan dilapangan.8 

Kesesuaian antara penelitian ini dengan penelitian yang ada dalam tesis ini ialah 

dari segi pembahasan tentang pencari suaka yang dikhususkan terhadap pengungsi 

rohingya. Kemudian dalam penelitian ini ingin melihat pemerintah dalam 

menangani pencari suaka yang datang ke Indonesia. Namun terdapat perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian yang ada dalam tesis ini dalam hal peraturan 

yang ditinjau. Penelitian tini  berlandaskan kepada UU Nomor 39 Tahun 1999 

tentang HAM, sedangkan penelitian dalam tesis ini tinjauannya kepada Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. 

 

8Yosua William Pandapotan, Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Terhadap Pencari Suaka 

Di Indonesia Dalam Melaksanakan Penegakan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Journal Of Social Science Research Vol.3 No. 

4, 2023, hlm. 4. 
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Ketiga, penelitian dari Hardi Alunaza S.D M dan Kholit Juan yang berjudul 

Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya 

di Aceh tahun 2012-2015. Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi dimana 

teori ini mencoba menjelaskan integrasi sistem migrasi ke dalam kerangka 

keamanan yaitu bagaimana migrasi  dapat menjadi bagian dari keamanan itu 

sendiri.9 Kesesuaian antara penelitian ini dengan penelitian yang ada dalam tesis ini 

ialah terkait tindakan dari pemerintah Indonesia dalam menghadap pengungsi luar 

negeri seperti pengungsi Rohingya. Namun yang menjadi perbedaan fokus antara 

penelitian ini dengan penelitian dalam tesis ini dari segi tahun dan kebijakan yang 

diterapkan pemerintah Indonesia. Pada penelitian tersebut membahas bahwasanya 

pemerintah Indonesia melakukan sekuritisasi migrasi terhadap pengungsi Rohingya 

yang terdampar pada saat itu tahun 2012 – 2015.  

Keempat, penelitian dari Rohmad Adi Yulianto yang berjudul Kebijakan 

Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif Maqashid al-Syari’ah. Penelitian 

tersebut menggunakan teori Maqashid menurut Imam al-Syatibi yang 

menghasilkan ijtihād istinbāṭidan ijtihād taṭbīqī. Penelitian ini  menjelaskan   

bahwa   interaksi   antara maqāṣidal-syarī’ah sebagai   perspektif   bagi 

pengembangan   perundang-undangan   nasional,   termasuk   peraturan   tentang   

penanganan pengungsi,menghasilkan tiga model kebijakan.10 Kesesuaian antara 

 

9Hardi Alunaza S.D.M dan Kholit Juan, Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui 

Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2012-2015, Indonesian Perspektive Vol. 2 

No. 1, 2017, hlm. 5. 
10Rohmad Adi Yulianto, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Perspektif 

Maqashid al-Syari’ah,  Almanahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 13 No. 2, (2019), hlm. 170. 
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penelitian ini dengan penelitian yang ada dalam tesis ini ialah pembahasan yang 

terkait kepada peninjauan penanganan pengungsi Rohingya dari segi kacamata 

hukum Islam. Berbeda dengan tesis ini yang melihat dengan perspektif siyasah 

dusturiyah. Akan tetapi penelitian tersebut menggunakan perspektif Maqashid 

sebagai acuan kacamata hukum Islam dalam melihat penanganan pengungsi 

Rohingya oleh pemerintah Indonesia.  

Kelima, penelitian dari Fawwaz yang berjudul Penanganan Pengungsi Luar 

Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif 

Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan teori fiqh siyasah terhadap hak-hak yang 

harus diterima oleh pengungsi serta menggunakan pendekatan normatif empiris 

serta dengan dua jenis penelitian yaitu antara pustaka dan lapangan. Kesesuaian 

yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian dalam tesis ini ialah dari segi 

penggunaan landasan hukum yang sama yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 

2016. Yang menjadi pembeda dari segi jenis penelitian, dimana penelitian tersebut 

menggunakan penelitian lapangan dengan studi kasus yang terdapat pada satu 

daerah yaitu Kota Lhoksemawe.11 

Keenam, penelitian dari Penny Naluria Utami yang berjudul Implementasi 

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari 

Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini tidak menggunakan teori 

 

11Fawwaz dan Mumtazinur, Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah, Jurnal Ilmu 

Hukum,Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 6 No. 2 , (2021), hlm. 143. 
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khusus dalam menganalisa permasalahan, melainkan hanya menggunakan 

pendekatan kualitatif sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perpres. 

Kesesuaian penelitian ini dengan penelitian dalam tesis ini ialah sama sama 

merujuk kepada Peraturan Presiden terhadap penanganan pengungsi Rohingya akan 

tetap berbeda dalam segi tempat yang digunakan. Penelitian ini bertujuan melihat 

pengimplementasian PerPres di daerah Kepulauan Riau.12 

Ketujuh, penelitian dari Aryuni Yuliantiningsih yang berjudul Perlindungan 

Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Studi 

Terhadap Kasus Manusia Perahu Rohingya). Penelitian ini menjelaskan 

perlindungan yang harus diberikan kepada pengungsi melalui syarat-syarat tertentu. 

Kemudian perlindungan tersebut ditelusuri melalui perspektif hukum international 

dan hukum Islam. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini tidak menggunakan 

teori yang spesifik namun terdapat kesamaan dengan penelitian yang ada dalam 

tesis ini. Perbedaannya hanya dari segi pespektif yang digunakan oleh penelitian ini 

yaitu perspektif hukum Internasional. Hasil ini penelitian ini yaitu pengungsi 

Rohingya belum mendapatkan perlindungan pengungsi menurut hukum 

international dan hukum Islam, karena seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 1 

 

12Penny Naluria Utami, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Provinsi Kepulauan Riau, Jurnal Legislasi Indonesia 

Vol. 16 No. 3, (2019), hlm. 299. 
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Konvensi tentang Status Pengungsi mereka termasuk kelompok yang berhak 

mendapat status pengungsi.13 

Kedelapan, penelitian dari Annahul Lizani yang berjudul Penanganan 

Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 

Pemerintah Kota Lhoksemawe pada Tahun 2020. Permasalahan yang terdapat 

dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk penanganan yang diberikan kepada 

pengungsi Rohingya di Lhokseumawe ditinjau menurut Perpres Nomor 125 Tahun 

2016. Kedua, bagaimana bentuk penanganan pengungsi Rohingya di Lhokseumawe 

ditinjau menurut fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum 

normatif empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan 

kepustakaan (library research) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di 

lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah 

terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa 

penanganan pengungsi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yaitu 

berupa tindakan penyelamatan, pengamanan, penampungan, dan pemeriksaan 

kesehatan untuk pengungsi, dan jika dilihat dari fiqh siyasah juga sudah dipenuhi 

hak-hak mereka terutama hak perlindungan atas jiwa, pengamanan harta benda, 

beribadah, dan tempat tinggal yang layak.14 

 

13Aryuni Yuliantiningsih, “Penanganan Pengungsi Dalam Perspektif Hukum Internasional 

dan Hukum Islam”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1, (1 Januari 2013).  

14Annahul Lizani, “Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 125 Tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Lhoksemawe pada Tahun 2020”, Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 7 No. 2, Mei (2022).  

 



12 
 

 
 

Kesembilan, penelitian dari Rio Andrianto, Sufirman yang berjudul 

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan 

Pengungsi dari Luar Negeri. Penelitian ini membahas tentang analisis pelaksanan 

Perpres Nomor 125 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota 

Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute 

Approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian bahwa 

Pelaksanaan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari 

Luar Negeri di Kota Makassar secara umum pada aspek penemuan dan 

penampungan telah terlaksana dengan cukup baik. Namun, pada aspek pengamanan 

dan pengawasan keimigrasian masih kurang terlaksana dengan baik. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhinya Pelaksanaan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 

tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar adalah faktor 

hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan budaya.15   

Kesepuluh, penelitian dari Redemptus D. L. Regaletha yang berjudul Peran 

International Organization for Imigration (IOM) Dalam Pemenuhan Kebutuhan 

Dasar Pengungsi di Kota Kupang Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 125 

Tahun 2016. Penelitian ini menganalisis peran IOM dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar pengungsi di Kota Kupang ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 

2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri”. Penelitian hukum 

 

15Rio Andrianto, dkk, “Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang 

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri”, Journal of Lex Philosophy, Vol. 4 No. 2 Desember (2023). 
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Normative-Empiris (terapan). Peneliti menerapkan metode analisis data secara 

kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan histori dan pendekatan konseptual. 

Hasil penelitian ini bahwa IOM di Indonesia telah mendukung pemerintah 

Indonesia dalam upaya mengatasi permasalahan migrasi baik itu domestik maupun 

internasional. Di Indonesia, IOM memenuhi kebijakannya mengenai perlindungan 

dan pendekatan berbasis hak, dengan membantu migran dan pengungsi secara 

langsung sesuai dengan referensi atau referal yang diberikan Pemerintah Indonesia 

kepada IOM.16 

E. Kerangka Teoritik  

Kerangka teoritik bertujuan memfokuskan penelitian sehingga melahirkan 

pandangan keilmuan yang baru khususnya bidang hukum. Berikut teori yang 

digunakan penulis untuk menjawab persoalan dalam peneltian; 

1. Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto 

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari 

hubungan timbal balik antara hukum dan gejala- gejala sosial lainnya.17 Menurut 

Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan untuk 

 

16Redemptus D. L. Regaletha, “Peran International Organization for Imigration (IOM) 

Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengungsi di Kota Kupang Ditinjau Dari Peraturan Presiden 

Nomor 125 Tahun 2016”, Jurnal Unes Law Review Vol. 5 No. 4 Juni (2023). 

 
17Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 

2018, hlm. 25.  
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memahami penegakan hukum secara efektif. Dalam analisis penegakan hukum, ia 

menekankan bahwa upaya tersebut melibatkan lebih dari sekadar aturan hukum; 

keberhasilannya juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, sikap, dan berbagai elemen 

di lingkungan penegakan hukum. Berikut adalah lima faktor kunci menurut 

Soerjono Soekanto dalam teori penegakan hukumnya: 

a. Faktor Hukum (Aturan) 

Faktor hukum atau aturan hukum mencakup kejelasan, konsistensi, dan isi 

dari undang-undang atau peraturan yang diterapkan. Hukum yang ambigu 

atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menghambat 

efektivitas penegakannya. Aturan yang relevan dalam konteks ini adalah 

Peraturan Presiden (Perpres) terkait penanganan pengungsi international, 

termasuk pengungsi Rohingya di Aceh.  

b. Faktor Penegak Hukum 

Faktor ini mencakup seluruh pihak yang bertugas menjalankan atau 

menegakkan hukum, seperti aparat kepolisian, pemerintah, dan petugas 

imigrasi. Sikap komitmen dan profesionalisme mereka berpengaruh besar 

terhadap pelaksanaan hukum yang adil dan efektif. Misalnya, bagaimana 

kepolisian, TNI, dan petugas imigrasi Aceh mengimplementasikan Perpres 

tentang pengungsi akan mempengaruhi efektivitas penanganan pengungsi 

Rohingya. 
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c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Sarana atau fasilitas penunjang mencakup anggaran, peralatan, tempat 

penampungan, dan sumber daya lainnya yang memadai. Tanpa dukungan 

infrastruktur yang memadai, pelaksanaan Perpres tentang pengungsi akan 

sulit. Di Aceh, fasilitas seperti pusat penampungan, ketersediaan logistik, 

dan tenaga kerja menjadi penting untuk penanganan pengungsi Rohingya. 

d. Faktor Masyarakat 

Faktor ini mencakup peran masyarakat setempat dan sikap mereka terhadap 

hukum yang ditegakkan. Jika masyarakat memiliki kesadaran dan dukungan 

terhadap hukum, penegakannya akan lebih mudah. Dalam konteks Aceh, 

sikap masyarakat dan tokoh-tokoh lokal terhadap pengungsi Rohingya juga 

memengaruhi efektivitas implementasi Perpres tersebut. 

e. Faktor Budaya 

Faktor budaya adalah nilai-nilai, kebiasaan, dan norma yang hidup di dalam 

masyarakat dan menjadi pedoman dalam berperilaku. Di Aceh, nilai-nilai 

adat dan keislaman memiliki pengaruh besar dalam sikap terhadap 

pengungsi. Pemahaman ini membantu mengarahkan pendekatan dan bentuk 

kebijakan yang diterapkan agar selaras dengan konteks budaya setempat. 

2. Konsep Perlindungan Pengungsi Dalam Islam Abu Wafa’ 

Perlindungan terhadap pengungsi berhubungan dengan perlindungan hak 

asasi manusia Perlindungan pengungsi dalam Islam tersebut sudah di atur dalam 
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Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hak atas perlindungan diakui sebagai prinsip yang 

mengakar dalam masyarakat Arab, dan pelanggaran terhadap prinsip ini sangat 

dilarang. Memberikan bantuan perlindungan kepada orang-orang yang benar-

benar membutuhkan adalah perilaku mulia yang dilakukan masyarakat Arab dan 

ummat Islam. Menurut Abu Wafa’, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para 

pengungsi agar dapat diberikan suaka (perlindungan) sesuai syari’at Islam.  

a. Para pengungsi tersebut berada di negara-negara Islam atau di wilayah-

wilayah yang berada di bawah negara-negara Islam. Artinya untuk dapat diterima 

di negara Islam, pengungsi tersebut harus tinggal di wilayah negara Islam tersebut. 

Hal ini sesuai dengan yang di alami oleh pengungsi Rohingya dimana asal mereka 

adalah negara Myanmar sebagai muslim. Kemudian mereka datang ke daerah 

Aceh yang juga merupakan wilayah yang di dalamnya menetapkan hukum-hukum 

dan syari’at Islam. 

b. Terdapat motif untuk mencari perlindungan dan di mata Islam semua motif 

tersebut sama. Para ulama fiqih juga memahami adanya suaka (perlindungan) dari 

negara lain dan hal ini sesuai dengan penerapan prinsip yurisdiksi territorial dan 

prinsip tidak adanya perluasan wilayah negara Islam ke negara non Islam. Dalam 

hal ini pengungsi Rohingya yang memilki tujuan serta motif yang berbeda 

mendatangi wilayah Aceh dan wilayah lain ketika diwawancarai. Sebagian 

diantara mereka berniat untuk mencari perlindungan serta mendapatkan 

kehidupan yang layak di daerah yang mereka tempati selanjutnya. Kemudian 
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sebagian lagi ingin mencari pekerjaan agar bisa menetap di sebuah daerah yang 

mereka labuhi tersebut.18 

c. Ketidakinginan atau ketidakmungkinan pencari suaka untuk mendapatkan 

perlindungan dari negara asalnya. Begitu juga dengan pengungsi Rohingya yang 

melakukan pelarian dari negaranya untuk mendapatkan perlindungan dari negara 

Indonesia salah satunya adalah daerah Aceh yaitu kota Banda Aceh dan beberapa 

daerah yang mereka singgahi lainnya. 

d. Tiada pertentangan antara pemberian suaka dan prinsip-prinsip serta ajaran 

syari'at Islam.19 Dalam hal ini, pengungsi Rohingya belum memenuhi sebagai 

orang yang bisa di beri suaka sepenuhnya oleh pemerintah kota Banda Aceh. 

Alasannya ialah belum adanya penerimaan yang penuh dari masyarakat kota 

Banda Aceh dan pemerintah sendiri terhadap pengungsi Rohingya. Hal ini 

disebabkan beberapa factor yang terjadi di lapangan pada saat awal kedatangan 

pengungsi Rohingya ke kota Banda Aceh. 

Menurut Abu Wafa’ konsep perlindungan atau suaka merupakan landasan 

dasar  hukum modern dan  dipraktikkan pada masyarakat Arab pra-Islam. Prinsip 

ini disebarkan melalui Syariat Islam karena merupakan bentuk perdagangan dan 

budaya yang baik yang mencakup nilai-nilai etika seperti perilaku yang baik dan  

 

18Ahmad Abu al-Wafa’, Hak-Hak Pencarian Suaka Dalam Syari’at Islam dan Hukum 

International (Suatu Kajian Perbandingan),alih bahasa Asnawi, dkk (Jakarta: Kantor Perwakilan 

UNHCR Indonesia), 2011, hlm. 300.  

 
19Ahmed Abou El-wafa, op.cit, hlm. 19-22. 
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sikap melindungi dan membantu mereka yang  membutuhkan dan mereka yang 

tertindas.20 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum 

sendiri merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.21 

Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data dari 

lapangan secara langsung yang berkaitan dengan objek dan permasalahan penelitian 

yaitu Islam dan Dinamika Penangangan Pengungsi Luar Negeri dalam PerPres No 

125 Tahun 2016 (Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang 

Penanganan Pengungsi Luar Negeri). Data yang terkumpul bertujuan memberikan 

penjelasan secara langsung terkait penelitian.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini ialah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dalam hal 

ini terkait problematika pengungsi Rohingya di Aceh. Problematikanya berupa;  

beberapa pengungsi kabur, terjadinya pelecehan seksual oleh salah seorang 

pengungsi terhadap seorang masyarakat Aceh hingga terbongkarnya 

penyelundupan manusia (human traficking). Hal tersebut menyebabkan adanya 

 

20Ibid, hlm. 301.  

 
21Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 

2011, hlm. 35.  
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penolakan untuk menerima pengungsi tersebut. Kemudian menganalisis dengan 

teori teori Sosiologi Hukum oleh Soerjono Soekanto dan konsep Perlindungan 

Pengungsi oleh Abu Wafa terhadap kebijakan pemerintah yang mengatur satu 

permasalahan yang umum (pengungsi Rohingya).   

3. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, yaitu studi tentang 

realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Proses pendekatannya adalah memahami 

bagaimana budaya dalam masyarakat22 dalam konteks ini yaitu masyarakat kota 

Banda Aceh. Lalu dikaitkan dengan permasalahan sosial dan permasalahan yang 

dihadapi oleh individu dan masyarakat yaitu permasalahan tentang pengungsi 

Rohingya.  

4. Data 

a. Sumber Data Primer  

Penulis menggunakan sumber primer, yaitu; hasil wawancara langsung 

dengan pemerintah dan masyarakat kota Banda Aceh yang berkaitan dengan objek 

penelitian yaitu penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Selain itu sumber yang 

termasuk ke dalam sumber data primer yaitu buku atau artikel ilmiah yang menjadi 

referensi utama dari teori yang digunakan dalam penelitian ini. Buku tersebut 

diantaranya referensi dari teori teori Sosiologi Hukum oleh Soerjono Soekanto yang 

berjudul Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Kemudian referensi dari Perlindungan 

 

22Rahardjo, Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 02 
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Pengungsi dalam Islam oleh Abu Wafa’ yang berjudul Hak-Hak Pencarian Suaka 

dalam Syari’at Islam dan Hukum Internasional.  

b. Sumber Data Sekunder 

Penulis juga menggunakan sumber sekunder, seperti : Undang-Undang atau 

regulasi, buku, jurnal, artikel dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian Penulis yaitu Islam dan Dinamika Penangangan Pengungsi Luar Negeri 

dalam PerPres No 125 Tahun 2016 di Kota Banda Aceh (Implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri).  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun dalam proses pengumpulan data, penulis seharusnya menggunakan 

tiga tahapan diantaranya; wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun karena 

adanya kendala pada proses observasi yaitu tidak mendapat izin untuk mengunjungi 

kamp pengungsi Rohingya secara langsung. Maka yang penulis lakukan untuk 

mengumpulkan data hanya dengan dua tahapan yaitu sebagai berikut;  

a. Wawancara (Interview) 

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan 

sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.23 Wawancara 

yang digunakan adalah dengan memberikan pertanyaaan yang mendalam serta 

bertatap langsung dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di kota Banda Aceh 

terkait penanganan pengungsi Rohingya. Dalam peneltian ini penulis mewawancari 

 

23Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press), 2011, hlm. 

75.  
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para pihak yang terlibat langsung yaitu seperti Wakil Ketua Lembaga MPU 

(Majelis Permusyawaratan Ulama) Provinsi Aceh, Kantor Kesbangpol (Kesatuan 

Bangsa dan Politik) Provinsi Aceh, Anggota Polda Aceh, Anggota UNHCR 

perwakilan Banda Aceh, mahasiswa, pengungsi Rohingya dan juga masyarakat 

kota Banda Aceh.24  

b. Studi Dokumen 

       Dokumen dapat berupa tulisan pribadi, gambar, karya monumental, dan 

lain-lain. Metode ini melibatkan informasi yang diperoleh dari catatan-catatan 

penting baik  lembaga atau organisasi maupun individu.25 Lembaga yang dimaksud 

adalah Lembaga yang berwenang menangani pengungsi Rohingya di kota Banda 

Aceh. Penggunaan metode dokumentasi ini memperkuat dan menguatkan informasi 

yang diperoleh dari  observasi dan wawancara. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan pada saat 

pengumpulan data dan setelah pengumpulan  data selesai  dalam jangka waktu 

tertentu.26 Penulis menggunakan metode analisis deduktif  yaitu dengan 

mengumpulkan dan menghimpun data terkait gambaran penanganan pengungsi 

Rohingya di Aceh yang kemudian dilakukan analisis menggunakan konsep 

Sosiologi Hukum dari Soerjono Soekanto dan teori Perlindungan Pengungsi dalam 

 

24Suratman, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 127. 

 
25Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 

2004, hlm. 72.  

    26Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2013), hlm.  246. 
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Islam dari Abu Wafa’ di mana teori ini digunakan sebagai pembatas serta pisau 

analisis dalam penelitian tesis penulis.  

G. Sistematika Pembahasan  

Penulis akan memaparkan isi pokok-pokok pikiran karya ilmiah agar mudah 

dipahami secara utuh dan terstruktur, sistematika penulisannya terdiri dari 5 (lima) 

bab, yang tersusun sebagai berikut: 

Bab pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian yang 

menguraikan alasan Penulis mengangkat judul “Islam dan Penangangan Pengungsi 

Luar Negeri dalam PerPres No 125 Tahun 2016 (studi kasus Rohingya di Aceh)” 

yaitu karena adanya problematika penangangan pengungsi Rohingya diantaranya; 

beberapa pengungsi kabur, terjadinya pelecehan seksual oleh salah seorang 

pengungsi terhadap seorang masyarakat Aceh hingga terbongkarnya 

penyelundupan manusia (human traficking). Sehingga dari latar belakang Penulis 

merumuskan masalah Bagaimanakah teori sendi utama pemerintahan memandang 

enam sendi utama pemerintahan dalam hal penanganan pengungsi Rohingya di 

Aceh dan Bagaimanakah teori etos kerja memandang kinerja aparat keamanan di 

Aceh. Kemudian berisi tujuan dan kegunaan sesuai dengan rumusan masalah yang 

ada, kemudian telaah pustaka sebagai referensi dan menghindarkan dari plagiasi, 

selanjutnya kerangka teori yang terdiri dari; pertama teori Sosiologi Hukum dari 

Soerjono Soekanto dan konsep Perlindungan Pengungsi dalam Islam dari Abu 

Wafa’, selanjutnya berisi metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan 

sistematika pembahasan.   
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   Bab dua merupakan tinjauan umum pengungsi yang didalamnya membahas 

tentang pengungsi dalam hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang 

didalamnya berisi tentang pengungsi jika dilihat menurut hukum Islam dan 

pengungsi jika dilihat dalam peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan dari 

pengungsi.  

Bab ketiga, menjelaskan mengenai gambaran umum pengungsi, tujuan 

kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh, keadaan sosial masyarakat Aceh yang 

sebelumnya bagaimana, lalu kebijakan pemerintah Aceh terhadap kedatangan 

pengungsi tersebut dan bagaimana kemudian hubungannya dengan masyarakat 

Aceh.  

Bab keempat, bab analisis yang memuat data penelitian terkait problematika 

problematika penanganan pengungsi luar negeri terkhususnya pengungsi Rohingya 

di Aceh. Kemudian dihubungkan dengan data di lapangan serta teori Sosiologi 

Hukum dari Soerjono Soekanto dan teori Perlindungan Pengungsi Dalam Islam dari 

Abu Wafa’.  

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang sesuai 

dengan rumusan masalah serta saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan atas 

permasalahan yang ada.  
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BAB V  

PENUTUP  

A. KESIMPULAN 

Kembalinya pengungsi Rohingya ke Aceh menjadi isu krusial, terutama 

setelah mendarat di wilayah tersebut pada tahun 2015. Kali ini, jumlah 

pengungsi yang datang mencapai 1.543, bahkan lebih banyak dibandingkan 

gelombang sebelumnya. Pengungsi tersebut datang ke Banda Aceh dengan 

berbagai tujuan, namun wilayah Aceh tidak memiliki wewenang khusus dalam 

penanganan mereka. Pemerintah Aceh pun menegaskan bahwa mereka 

mengikuti kebijakan negara yang berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 125 

Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Meskipun demikian, 

keberadaan pengungsi Rohingya menimbulkan problematika bagi masyarakat 

dan pemerintah Aceh. Pemerintah menghadapi kendala dalam penerapan 

hukum akibat kurangnya kepastian hukum bagi pengungsi. Di sisi lain, 

masyarakat Aceh, terutama di kota Banda Aceh, menunjukkan penolakan 

terhadap kehadiran pengungsi tersebut dan mendesak pemerintah untuk segera 

menangani masalah ini. Berdasarkan persoalan tersebut, dapat ditemukan 

beberapa poin penting sebagai berikut: 

1. Dalam regulasi normatif mengenai penanganan pengungsi Rohingya di 

Banda Aceh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 

Tahun 2016, belum diterapkan dengan baik. Dari sudut pandang sosiologi 

hukum, terdapat beberapa poin penting yang perlu dicatat, meliputi ; a) 

faktor hukum hukum yang ambigu atau tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat akan menghambat efektivitas penegakannya. Dalam hal ini 
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peraturan yang diterapkan dalam masyarakat Aceh belum sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat Aceh. Sebagai contoh masyarakat Aceh tidak 

menerima bahwa ketika pengungsi Rohingya datang ke Aceh langsung di 

beri tampungan sementara. Yang terjadi masysarakat Aceh melakukan 

pengusiran terhadap pengungsi Rohingya. b) faktor penegak hukum Sikap 

komitmen dan profesionalisme mereka berpengaruh besar terhadap 

pelaksanaan hukum yang adil dan efektif. Dalam hal ini penegak hukum di 

kota Banda Aceh yaitu kepolisian dan TNI sigap dalam menangani 

pengungsi Rohingya. Sehingga akibatnya terjadi keributan antara 

masyarakat dengan pengungsi Rohingya. Masyarakat kota Banda Aceh 

melakukan pengusiran dan demo terhadap pengungsi Rohingya. c) faktor 

sarana, Sarana atau fasilitas penunjang mencakup anggaran, peralatan, 

tempat penampungan, dan sumber daya lainnya yang memadai. Tanpa 

dukungan infrastruktur yang memadai, pelaksanaan Perpres tentang 

pengungsi akan sulit. Dalam hal ini sarana yang disediakan oleh pemerintah 

Aceh terhadap pengungsi Rohingya belum memadai. Pengungsi Rohingya 

masih belum maksimal dalam mendapatkan kualitas kesehatan dan 

pelayanan lainnya. d) faktor masyarakat, faktor ini mencakup peran 

masyarakat setempat dan sikap mereka terhadap hukum yang ditegakkan. 

Dalam hal ini, sikap masyarakat dalam menghadapi aturan yang sudah 

diterapkan oleh pemerintah pusat yaitu PerPres belum bisa dijalankan 

maksimal. Hal tersebut karena masyarakat tidak ingin pengungsi Rohingya 

berada di lingkungan kota Banda Aceh akibat beberapa hal yang mereka 
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takuti terjadi. e) faktor budaya, faktor budaya adalah nilai-nilai, kebiasaan, 

dan norma yang hidup di dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam 

berperilaku. Seperti yang diketahui bahwasanya masyarakat Aceh memiliki 

budaya yaitu memuliakan tamu, dimana siapa saja yang datang ke Aceh 

maka akan disambut dengan baik kedatangannya. Namun berbeda dengan 

pengungsi Rohingya, yang ditolak karena beberapa pelanggaran yang tidak 

disukai masyarakat Aceh dari perilaku Rohingya.  

2. Perlindungan pengungsi sesuai yang ditetapkan syari’at Islam belum 

terpenuhi secara sepenuhnya. Berdasarkan beberapa syarat yang 

diungkapkan Abu Wafa’ dalam perlindungan pengungsi yaitu; 1) pengungsi 

tersebut berada di Negara-negara Islam atau wilayah-wilayah yang berada 

dibawah negara-negara Islam. Pengungsi Rohingya mendatangi wilayah 

Aceh dimana wilayah ini dikenal dengan wilayah yang menerapkan syari’at 

islam. Sehingga pengungsi Rohingya berhak mendapatkan perlindungan 

berdasarkan syarat yang ada. 2) terdapat motif untuk mencari perlindungan 

dan di mata Islam semua motif tersebut sama. Dalam hal ini pengungsi 

memiliki tujuan yang berbeda-beda ketika ditanyai alasan mereka 

mendatangi wilayah Aceh. Sebagian pengungsi hanya mengikuti arus kapal 

membawa, sebagiannya menginginkan perlindungan dan sebagian lagi 

mempunyai target mendapatkan pekerjaan dan menetap di wilayah Aceh. 3) 

ketidainginan atau ketidakmungkinan pencari suaka untuk mendapatkan 

perlindungan dari negara asalnya. Pengungsi Rohingya dating ke negara-

negara lain untuk mendapatkan perlindungan dari negara tersebut. Mereka 
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merasa tertindas di negaranya sehingga tidak mungkin akan mendapat 

perlindungan dari negara asalnya. Sehingga pengungsi Rohingya tidak ada 

keinginan untuk kembali ke negara asalnya karena hal demikian. 4) tidak 

ada pertentangan antara pemberian suaka dan prinsip-prinsip serta ajaran 

syari'at Islam. Dalam perjalanan menangani pengungsi Rohingya terdapat 

beberapa problematika antara masyarakat kota Banda Aceh dengan 

pengungsi. Pemerintah dalam hal menangani pengungsi sudah melakukan 

sesuai ajaran Islam akan tetapi dari pengungsinya yang masih melakukan 

kabur-kaburan. 

B. SARAN 

Saran yang dapat diberikan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:  

1. Dalam proses penanganan pengungsi Rohingya di wilayah Aceh, khususnya 

kota Banda Aceh memerlukan evaluasi secara regulasi maupun kebijakan 

dengan melakukan pengamatan dan observasi. Selain itu pemerintah turut 

andil dalam penanganan secara langsung baik itu dilakukan dengan 

langkah-langkah yang tertib, aman, damai dan terstruktur. Kemudian 

pemerintah seharusnya membuat rancangan secara khusus yang berkaitan 

dengan penanganan pengungsi asing baik itu pengungsi Rohingya maupun 

pengungsi asing lainnya. 

2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teori 

maupun impelementasi. Demikian penelitian ini bisa menjadi acuan untuk 

penelitian selanjutnya baik itu dari segi agama, budaya, ekonomi, hak asasi 
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manusia, hukum kelautan secara territorial serta stabilitas keamanan di 

negara-negara Asean khususnya penanganan pengungsi Rohingya.  
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Tim DetikEdu, Asal-Usul Rohingya dan Alasan Mereka Mengungsi, 

https://www.detik.com/sumut/berita/d-7071521/asal-usul-rohingya-

dan-alasan-mereka-mengungsi , akses 02 Oktober 2024. 

 

Time editor Era.id, Alasan Mahasiswa Aceh Usir Rohingya Hingga Viral di 

 Media  International, https://era.id/news/145183/alasan-mahasiswa-

 aceh-usir- pengungsi-rohingnya , akses pada 6 oktober 2024. 
 

Trianita Linda, “Pemerintah Akan Pulangkan Pengungsi Rohingya”,   

 http://nasional.tempo.co/read/news/2023/12/06/058667533/pemerin

 tah- akan-pulangkan-pengungsi-rohingya, diakses 6 Februari 

 2024.   

 

UNHCR COUNTRY OFFICE IN CYPRUS, Protecting Refugees, (UNHCR 

Office in Cyprus, December 2017. 

 
5. Wawancara  

 

Wawancara dengan Bapak Nainggolan Sebagai Anggota UNHCR pada tanggal 

13 September di Banda Aceh. 

 

Wawancara dengan Bapak Dedy Yuswady Sebagai Ketua Kantor 

KESBANGPOL Aceh pada tanggal 4 September 2024. 

 

Wawancara dengan Pengungsi Rohingya pada 13 September di Kota Banda 

Aceh. 

 

Wawancara dengan Deliwarsa Sebagai Pengungsi Rohingya di Balai 

Meuseraya Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Agustus 2024.  

 

Wawancara dengan masyarakat kota Banda Aceh, pada 29 Agustus. 

 

Wawancara dengan Anggota Kepolisian POLDA Aceh di kota Banda Aceh 

pada 31 Juli 2024. 

 

Wawancara dengan Bapak Muhibbuththabary sebagai Wakil Ketua MPU 

Aceh di Kota Banda Aceh pada 20 Agustus 2024. 
 

https://www.detik.com/sumut/berita/d-7071521/asal-usul-rohingya-dan-alasan-mereka-mengungsi
https://www.detik.com/sumut/berita/d-7071521/asal-usul-rohingya-dan-alasan-mereka-mengungsi
https://era.id/news/145183/alasan-mahasiswa-%09aceh-usir-%09pengungsi-rohingnya
https://era.id/news/145183/alasan-mahasiswa-%09aceh-usir-%09pengungsi-rohingnya
http://nasional.tempo.co/read/news/2023/12/06/058667533/pemerin%09tah-%09akan-pulangkan-pengungsi-rohingya
http://nasional.tempo.co/read/news/2023/12/06/058667533/pemerin%09tah-%09akan-pulangkan-pengungsi-rohingya
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